
SALINAN

BUPATI TABALONG
PROVINSI KALIMANTAN SEIATAN

PERATURAN BUPATI TABALONG
NOMOR     .S,`=S     TAIIUN 2023

TENTANG

PEDOMAN ALIH MEDIA ARSIP

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TABAIONG,

Menimbang    :   a.     bahwa      untuk      menjamin      keselamatan,      perlindungan,
pemeliharaan  dan  ketersediaan Arsip  dalam  penyelenggaraan
kegiatan sebagal bahan akuntabilitas dan alat bukti yang sah
serta untuk menjanin proses pengalihan dokumen yang dibuat
atau diterima dari bentuk  hard ji!e ke  dalam bentuk so/i j3le
diperlukan pedoman alih media Arsip di lingkungan Pemerintah
Daerah;

b.     bahwa   berdasarkan   pertimbangan   sebagainana   dimaksud
dalam  humf a  perlu  menetaphan  Peraturan  Bupati  tentang
Pedoman Alih Media Arsip;

Mengingat      :    1.     Pasal   18   ayat   (6)   Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik
Indonesia Tahun 1945;

2.     Undang-Undang  Nomor  27  Tahun   1959  tentang  Penetapan
Undang-Undang   Darurat   Nomor   3   Tahun    1953   tentang
Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat 11  Di Kalimantan
(Lembaran-Negara  Republik Indonesia Tahun  1953  Nomor 9),
sebagai Undang-Undang (I+embaran Negara Republik Indonesia
Tahun  1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia  Nomor  1820|,  sebagaimana  telah  diubah  beberapa
kali,  terakhir  dengan  Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1965
tentang Pembentulran Daerah Tingkat 11  Tanah  Laut,  Daerah
Tingkat  11  Tapin   dan   Daerah  Tingkat  11  Tabalong  Dengan
Mengubah  Undang-Undang  Nomor  27  Tahun   1959  tentang
Penetapan  Undang-Undang  Damrat  Nomor  3  Tahuri   1953
tentang   Pembentukan   Daerah   Tin9kat   11   Di   Kalimantan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun  1965 Nomor 51,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

3.     Undang-Undang    Nomor  43  Tahun  2009  tentang  Kearsipan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071) ;

4.     Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemcrintahan
Daerah  (Lemharan  Negara  Republik  Indonesia  Thhun  2014
Nomor  244,  Tambahan  Lembaran  Negara Republik Indonesia
Nomor   5587),   sebagaimana   telah   diubah   beberapa   kali,
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terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang
P?a?tapali  Peraturan  Pen?ririta4  P?nggapti  Urldallg-Ur}dar}8
Nomor  2  Tariuri -2022  tentang  Cipta  Kelja  Menjadi  Undang-
Undang  (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2023
Nomor  41,  Tambahan  Lembaran  Negara  Republik  Indonesia
Nomor 6856);

5.      Undang-Undang Nomor  12 Tahun 2011  tentang Pembentukan
Peraturan  Penmdang-undangan  (Lembaran  Negara  Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia 5234)  sebagaimana telah diubah beberapa
kali,  terakhir dengan  Undang-Undang Nomor  13  Tahun  2022
tentang  Peruhahan  Kedua  Atas  Undang-Undang  Nomor   12
Tahun -2011   tentang   Pembentukan   Peraturan--Perundang-
undangan  (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022
Nomor  143,  Tambahan  Lembaran  Negara Republik Indonesia
Nomor 6801);

6.     Undang-Undang  Nomor  30  Tahun  2014  tentang Administrasi
Pemerintahan  (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun
2014   Nomor   292.   Tambahan   I,embaran   Negara   Republik
Indonesia  Nomor  5601),   sebagaimana  telah  diubah  dengan
Undang-Undang   Nomor  6  Tahun   2023   tentang   Penetapan
Peraturan   Pemerintah   Pengganti   Undang-Undang  Nomor   2
Tahun   2022   tentang   Cipfa-Kelja   Menjadi   Unding-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia NQmQr 6856);

7.     Undang-Undang   Nomor   8   Tahun   2022    tentang   Provinsi
Kalimantan   Selatan   (Lembaran   Negara   Republik   Indonesia
Tahun 2022 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6779) ;

8.     Peraturan    Pemerintah    Nomor    28    Tahun    2012    tentang
Pelaksanaan  Undang-Undang Nomor 43  Thhun  2009  tentang
Kearsipan  (Lembarari  Negafa-Republik Indonesia Tahun  2012
Nomor  53,  Tambahan  Lembaran  Negara  Republik  Indonesia
Nomor 5286);

9.     Peraturan    Pemerintah    Nomor    12    Tahun    2017    tentang
Pembinaan  dan  Pengawasan  Penyelenggaraan  Pemerintahan
Daerah  (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2017
Nomor  73,  Tambahan  Lembaran  Negara  Republik  Indonesia
Nomor 6041);

10.   Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2012 tentang
Tata Kearsipan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan
Pemerintah  Daerah  (Berita Negara  Republik Indonesia Tahun
2012    NomQr    1282),    sebagalmapa    telah    diubah    dengar}
Peraturan   Menteri   Dalam   Negeri   Nomoi   135  -Tinun   2017
tentang   Perubahan   Atas   Peraturan   Menteri   Dalam   Negeri
Nomor 78 Tahun 2012  tentang Tata Kearsipan di Lingkungan
Kementerian  Dalam  Negeri  dan  Pemerintah  Daerah   (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1953);
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11.   Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang
Pembentukan I+oduk Hukum Daerah  (E39rita N?gap? R?Publik
Indon-esi; Tinriri 2o 1 5 -Nbri`br-2b36) , sebagaimana telah diubah
dengan  Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor   120  Tahun
2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 80 Tahun  2015  tentang Pembentukan Produk Hukum
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor
157);

12.   Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 20
Tahun 201 1 tentang Pedoman Auteritikasi Arsip Elektronik;

13.   Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016
tentang    Pembentukan    dan    Susunan    Perangkat    Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 05,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02),
sebagaimana    telah    diubah    dengan     Peraturan    Daerah
Kabupaten Tabalong Nomor 03 Tahun 2021 tentang Perubahan
Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun
2016  tentang  Pembentukan  dan  Susunan  Perangkat  Daerah
(Lembaran  Daerah  Kabupaten  Tabalong  Tahun  2021  Nomor
03);

14.   Peraturan Daerah Kabupateri Tabalong Nomor 07 Tahun 2017
tentang   Penyelenggaraan   Kearsipan   Pemerintah   Kabupaten
Tabalong (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2017
Nomor 07, Tambahan Lembaran Daerah  Kabupaten Tabalong
Nomor 02);

15.   Peraturan  Bupati  Tabalong  Nomor  69  Tahun  2021   tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata
Keria  Perangkat  Daerah  Kabupaten  Tabalong  (Berita  Daerah
Kabupaten Tabalong Tahun 2019 Nomor 69);

MEMUTUSRAN:

Menetapkan      :    PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN ALIH MEDIA ARSIP.

BABI
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1.     Daerah adalah Kabupaten Tabalong.
2.     Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan

Daerah  yang  memimpin  pelaksanaan   urusan   Pemerintahan  yang  menjadi
kewenangan -daerah otonom.

3.     Bupati adalah Bupati Tabalong.
4.     Perangkat   I)aerah   adalah   unsur   pembantu   Kepala   Daerah   dan   Dewan

Perwahilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusari- Pemerintahan yang
menjadi kewenangan Daerah.

5.     Lembaga   Kearsipan   Daerah   yang   selanjutnya   disebut   LKD   adalah   Dinas
Pelpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Tabalong yang memiliki fungsi, tugas,
dan   tanggung  jawab   di   bidang   pengelolaan   Arsip   statis   dan   pembinaan
kearsipan.

6.     Kepala  Lembaga  Kearsipan  Daerah  adalah  Kepala  Dinas  Peapustakaan  dan
Kearsipan Kabupaten Tabalong.
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7.     Arsip  adalah  rekaman  kegiatan  atau  peristiwa  dalam  berbagai  bentuk  dan
media sesuai a?rigap perkerr}baligrli telspglqgi informasi dan komHr}ik?§i yang
dibriit  din-  diterima  oleh  lembaga  negara,   peme-riitahin-  daerah,   1embaga
pendidikan,  perusahaan,  organisasi  politik,  organisasi  kemasyarakatan,  dan
perseorangan  dalam  pelaksanaan  kehidupan  bermasyarakat,  berbangsa,  dan
bemegara.

8.     Pencipta Arsip adalah pihak yang mempunyai kemandirian dan otoritas dalam
pelaksanaan  fungsi,  tugas  dan  tanggung jawab  di  bidang  pengelolaan  Arsip
dinamis.

9.     Arsip Dinamis adalah Arsip yang digunakan secara langsung dalam kegiatan
Penciptaan Arsip dan disimpari selama jangka waktu tertehtu.

10.   Arsip Statis adalah Arsip yang dihasilkan oleh Pencipta Arsip karena memiliki
nilai   guna   kesejarahan,   telah   habis   masa   retensinya,   dan   berketerangan
dipermanenkan  yang  telah  diverifikasi  baik  secara  langsung  maupun  tidak
langsung oleh Lembaga Kearsipan Daerah.

11.   Alih Media adalah proses pengalihan dokumen yang dibuat atau diterima dari
bentuk  hand Jize (fisik)  ke  dalam bentuk  sojr jize (elektronik)  untuk kemudian
dapat dikelola menggunakan teknologi informasi.

12.   Arsip  Blektronik adalah Arsip yang dibuat atau diterima dan disimpan dalam
format elektronik.

13.   Autentikasi adalah proses pemberian tanda dan/atau pernyataan tertulis atan
tanda  lainnya  sestiai  derigan  perkembangan  teknolbgi  yang  menunjukkan
bahwa Arsip yang diautentikasi adalah asli atau sesuai dengan aslinya.

14.   Autentisitas adalah keaslian atau kebenaran.

BAB 11
MAKSUD, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu
Maksud dan fujuan

Pasal 2

Maksud  ditetapkannya Peraturan Bupati ini  sebagai pedoman  bagi  Pencipta Arsip
dalam melakukan alih media Arsip baik Arsip I)inamis maupun Arsip St.atis.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:
a.   pelestarian Arsip teq.amin Autentisitas;
b.   akses terhadap Arsip yang telah dialih mediakan dapat mudah, cepat dan tepat

apabila dilakukan penemuan kembali (retrieuczo ;
c.   mengatasi kendala kurangnya ruang penyimpanan;
d.   mencegah kerusakan fisik dokumen; dan
e.    menjainin ketersediaan informasi Arsip.

Bagian Kedua
Ruang Lingkup

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:
a.    kebijakan;
b.    metode;
c.   sarana dan prasarana;
d.    pelaksanaan Alih Media;
e.    pelaksana Alih Media;
f.     berita acara Alih Media;
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9.    Autentikasi; dan
h.    p?pdapaap_.

BAB Ill
KEBIJARAN

Pasal 5

(1)   Alih Media Arsip dilaksanakan terhadap kelengkapan dan keutuhan kondisi fisik
serta informasi Arsip.

(2)   Alih Media Arsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan terhadap:
a.   Arsip  konvensional/tekstual yang  informasinya  berupa  teks,  gambar  atau

grafik yang terekam dalam media kertas;
b.   Arsip audio visual yang informasinya dalam bentuk kaset/rekaman  suara,

film/ citra bergerak, video, dan foto/ gambar statik; dan
c.   Arsip Elektronik berupa surat elektronik, tuebsite, dan sebagainya.

Pasal 6

(1)    Alih   Media  dilaksanakan  dengan  memperhatikan   kondisi  Arsip  dan   Nilai
informasi.

(2)    Kondsi Arsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a.   Arsip dengan kondisi rapuh/rentan mengalamai kerusakan secara fisik;
b.   Arsip Elektronik dengan format data versi lama yang perlu diperbaharui

dengan versi baru; dan/ atau
c.   informasi yang terdapat dalam media lain dimana media tersebut secara

sistem tidak diperbahanri lagi karena perkembangari teknologi.

(3)    Nilai   informasi   sebagaimana  dimaksud   pada  ayat   (1)   dimana  Alih   Media
diutamakari terhad.ap:
a.   informasi   yang   berdasarkan   peraturan   perundang-undanan   tentang

keterbukaan informasi publik scara serta murah/ cepat; dan
b.   Arsip yang berketerangan permanen dalam JRA.

BAB IV
MRTODE

Pasal 7

Metode Alih Media dilakukan dengan cara:
a.   pemindaian;
b.   konversi; dan
c.    migrasi.

Pasal 8

(1)   Pemindaian  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  7  huruf a  digunakan  untuk
jenis format awal berbentuk kertas menjadi bentuk digital

(2)    Proses   pemindaian   sebagaimana  dimaksud   pada  ayat   (1)   disimpan   dalam
bentuk dokumen elektronik dengan format:
a.     Tempora:ry lnstuction File Format:,
b.     Graphics Ir[terc:ha:nge Format.,
c.     Join photographic Experts ciroup.,
d.     Portable Document Format:, atan
e.     bentuk format lain sesual kebutuhan.
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(3)   Arsip Elektronik hasil pemindaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus
melatT]± ipfprrri?§i yang §apa Pep?rti dglqurp?n a§linya.

Pasal 9

(1)    Konversi  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  7  huruf  b  digunakan  untuk
mengubah jenis format fife awal berupa diantaranya tend,  (.mczge,  czztczz.a arLa!og,
uz.deo a7tcz!og menjadi bentuk ufiJe lain.

(2)    Proses konversi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan
kompresi.

Pasal 10

Migrasi   sebagaimana   dimaksud   dalam   Pasal   7   huruf   c   digunakan   untuk
memindahkan  atau  mentransformasikan  data  dari  suatu  konteks  ke  konteks
lainnya yang berbeda. berupa bentuk/ struktur data, format data, pzatfo7m teknologi
ataupun lokasi.

BABV
SARANA DAN PRASARANA

Pasal 1 1

(1)   Alih   Media  Arsip   dilakukan   dengan   menggunakan   sarana  dan   prasarana
peralatan  dan  teknologi  yang  memenuhi  standar  ketetapan  dan  kelengkapan
sehingga dapat menjamin hasil pengalihan sesuai dengan naskah asli dokumen
yang dialihkan.

(2)    Sarana  dan  prasarana yang  digunakan  dalam Alih  Media Arsip  sebagaimana
dinaksud pada ayat (1) antara lain:
a.   alat pemindai berupa sccz7iner, kamera digital, hanc{phone/smarfphorie;
b.   alas  pembacaL  ber\xpa   wicroreader,   chipreader,   pidger  video,   ouer  head

Protector:,
c.   alat pengolah berupa komputer, sen/er, dan
d.   alat penyimpan berupa ha7idisk, compact czisk.

(3)   Sarana dan prasarana baru yang digunakan disesuaikan dengan perkembangan
teknologi.

(4)    Proses  scanriing dokumen asli direkomendasikan  dan disimpan dalam bentuk
dokumen elektronik dengan format antara lain:
eL.   Temporary lnetuctj;on Fi:le Format,
b.   Graphics lntercha;nge Format,
c.   Join photographic Experts ciroup.,
d.   Portable Document Format; atau
e.   bentuk format lain sesuai kebutuhan.

Pasal 12

Alat   penyimpan   sebagaimana   dimaksud   dalarn   Pasal    11    ayat   (2)   huruf   d
memperhatikan kriteria sebagai berikut:
a.     tahan lama, yaitu daya tahan atau kemampuan untuk tetap baik pada saat

disimpan di dalam lemari penyimpanan;
b.     memiliki  ruang  yang  besar,  yaitu  kemampuan  untuk  menyimpan  dengan

kapasitas ruang simpan yang besar;
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c.     mengenal   kesalahan,   yaitu   kemampuan   suatu   media   untuk   melakukan
p?rigegekali   §?cara   map¢iri   terhadap   ke§ataha+1   datarri   psr}tlli§ali   quat2puri
pembacaan dari d-an ke-riedia tersebut;

d.     tidak ketinggalan jaman/usang/kuno,  yaitu ketersediaan media penyimpanan
tersebut ada atau tidak di pasaran;

e.     biaya,    yaitu    pemilihan    media    harus    mempertimbangkan    perbandingan
kapasitas dengan biaya yang harus dikeluarkan; dan

f.      tidak mudah  rusak,  yaitu kemanpuan untuk tetap dalam  kondisi yang  baik
pada saat digunakan.

BAB VI
PELAKSANAAN ALIH MEDIA

Pasal 13

(1)    Pelaksanaan   Alih   Media   sebagaimana   dimaksud   dalam   Pasal   7   ayat   (1)
dilakukan  sesuai  dengan  petunjuk  operasional  pada  sarana  dan  prasarana
yang digunakan.

(2)    LKD,  Perangkat Daerah dan Pencipta Arsip melaksanakan  serta bertanggung
jawab atas kegiatan dan hasil pelaksanaan Alih Media Arsip.

(3)    Alih Media Arsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan oleh
pihak ketiga setelah mendapatkan rekomendasi dari LKD.

BAB VII
PEIAKSANA ALIH MEDIA

Pasal 14

(1)    Pelaksana Alih Media sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e merupakan
tanggung jawab Arsiparis dan/atau Pengelola Arsip yang memiliki kompetensi
bidang Alih Media.

(2)    Kompetensi bidang Alih  Media  sebagaimana dimaksud pada ayat  (1)  diperoleh
melalui:
a.   bimbingan teknis; dan
b.   pendidikan dan pelatihan.

(3)   Ketentuan mengenal pelaksana Alih Media Arsip Statis sebagalmana dimaksud
pada  ayat  (1)  dan  ayat  (2)  dilaksanakan  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan
perundang-undangan.

BAB VIII
BERITA ACARA ALIH MEDIA

Pasal 15

(1)    Pelaksanaan Alih  Media Arsip  Statis dilakukan  dengan membuat berita acara
dan daftar Arsip.

(2)   Berita acara Alih Media Arsip Statis minimal memuat..
a.   waktu pelaksanaan;
b.   tempat pelaksanaan;
c.    jenis medi_a;
d.   jumlah Arsip;
e.    keterangan tentang Arsip yang dialih mediakan;
f.    keterangan proses alih media yang dilakukan;
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9.    pelaksanaan; dan
h.   perlapdat?r}galiap oleh K?pata Ifmb?ga Kear§ipap Pasrari.

(3)    Daftar Arsip Statis yang dialih mediakan minimal memuat:
a.   pencipta Arsip;
b.   nomorurut;
c.   jenis Arsip;
d.   jumlah Arsip;
e.    kurun waktu; dan
f.    keterangan.

(4)   Arsip yang dialih mediakan tetap disimpan untuk kepentingan pelestarian dan
pelayanan Arsip.

BAB IX
AUTENTIRASI

Pasal 16

(1)   Autentikasi  Arsip  Statis  dilakukan  terhadap  Arsip  Statis  maupun  Arsip  hasil
Alih Media untuk menjamin keabsahan Arsip.

(2)   Arsip yang telah diautentikasi disimpan dalam cza€a hose Kearsipan Pemerintah
Daerah dan digunakan untuk kepentingan kelestarian dan pelayanan Arsip.

(3)   Autentikasi terhadap Arsip hasil Alih  Media sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)  dilakukan  dengan memberikan  tanda tertentu yang dilekatkan,  terasosiasi
atau terkait dengan Arsip hasil Alih Media.

(4)    Kepala   Lembaga   Kearsipan   Daerah   menetapkan   Autentisitas   Arsip   Statis
sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dengan membuat surat pemyataan.

Pasal 17

Kepala    Lembaga    Kearsipan    Daerah    menetapkan    Autentisitas    Arsip    Statis
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (4) berdasarkan persyaratan:
a.    pembuktian Autentisitas didukung peralatan dan teknologi yang memadai;
b.    pendapat  tenaga  ahli  atau  pihak  tertentu yang  mempunyai  kemampuan  dan

kompetensi dibidangnya; dan
c.    peng`}jian terhadap isi, struktur, dan konteks Arsip statis.

Pasal 18

Dalam rangka pembuktian Autentisitas Arsip Statis  sebagaimana dimaksud dalam
Pasal  17 huruf a,  Lembaga Kearsipan Daerah menyediakan prasarana dan  sarana
Alih Media.

BABX
PENDANAAN

Pasal 19

Pendanaan pelaksanaan Alih Media sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini
dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber lain yang
sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturarl perundang-undangan.
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BAB JH
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlahai pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahhan pengundangan Peraturan Bupati
ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tabalong.

Ditetapkan di Tanjung
Pada  tanggal      i3    i\¥\r`)5,rr\} :,3.}:3.Lro    ,+,:..j£3

BUPATI TABALONG,

TTD
ANANG SYAKHFIANI

Diundangkan di Tanjung
pada  tanggal      i\u?3    v`? `!v+''.\=t'\0`"„    ?.`.:;2.3

SEKRFTARIS DAERAII RABUPATEN TABALONG,

Tip
HAMIDA MUNAWARAII

BERITA DAERAII KABUPATEN TABALONG TAHUN 2023 NOMOR.../5.:7.


